Pengelolaan Barang Milik Negara

A. Pendahuluan

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk
melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan
setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama ( Rasyid 1998 : 139),
karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan layanan publik yang baik dan profisional. Dalam
mendukung pelayanan publik tersebut pemerintah membutuhkan
instrumen yang dapat membantu upaya tersebut.

Badan-badan pemerintahan memerlukan berbagai fasilitas
dalam menjalankan tugasnya. Salah satu fasilitas tersebut adalah
pengadaan barang dan jasa. Baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah hendaknya mampu memanfaatkan fasilitas (aset)
ini seoptimal mungkin sehingga mampu memenuhi kepentingan
masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah yang telah mendapat penyempurnaan dengan adanya
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang dimaksud dengan :

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Istilah pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen, menurut
Burhanudin (2009) manajemen merupakan bentuk terjemahan dari
kata management yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah
pengelolaan. George R.Terry dalam Burhanudin (2009) menyatakan
bahwa manajemen meliputi: (1) Planning atau perencanaan, (2)
Organizing atau pengorganisasian, (3) Actuating atau pelaksanaan/
penggerakkan dan (4) Controlling atau pengendalian.



B. Paradigma Baru Pengelolaan Barang Milik Negara

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, upaya optimalisasi
pengelolaan BMN dilakukan dengan berbagai cara antara lain kerja
sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur, sewa, pinjam
pakai, bangun guna serah, dan bangun serah guna.

Namun masih muncul permasahan dalam pengelolaan fasilitas

tersebut, yaitu :

e Kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola;

o Ketidakjelasan status aset yang dikelola;

e Kurang optimalnya penggunaan Barang Milik Negara dalam rangka
mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah;

e Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Negara dalam rangka menghasilkan pendapatan Negara;

e Masih terjadinya kerugian Negara sebagai akibat dari pengelolaan
Barang Milik Negara.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik
negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, yaitu best
practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih
tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset
negara yang professional dan modern dengan mengedepankan good
governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan
kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stake-
holder.

Arah penertiban Barang Milik Negara (inventarisasi dan
penilaian) adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap
pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga
aset-aset negara mampu  dioptimalkan = penggunaan = dan
pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada
masyarakat/stake-holder. Pengelolaan aset negara memberikan acuan
bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin mendukung
kelancaran tupoksi pelayanan, dan dimungkinkannya fungsi budgeter
dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan
bagi negara. Penanganan aset negara yang mengikuti kaidah-kaidah
tata kelola yang baik / good governance akan menjadi salah satu modal
dasar yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat yang akuntabel.



Adapun subjek penertiban Barang Milik Negara yaitu:

e Barang Milik Negara yang belum dicatat atau disertifikasi
atau digunakan/dimanfaatkan;

e Barang Milik Negara yang bersumber dari Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

e Barang Milik Negara yang berasal dari Kekayaan Negara
Lainnya (KNL);

e Barang Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS).

Penertiban Barang Milik Negara diharapkan mampu
memberikan gambaran kondisi sekarang berapa besar nilai seluruh
aset negara, baik itu yang bersumber dari APBN maupun dari sumber
perolehan lainnya yang sah. Ketersediaan database Barang Milik
Negara yang komprehensif dan akurat pun dapat segera terwujud.
Database Barang Milik Negara akan memainkan peran yang strategis
dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kebutuhan barang
nasional oleh Pengelola Barang dan usulan alokasi penganggarannya
dalam APBN. Akan terjadi hubungan sinergis antara perencana
anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran) dengan pengelola barang
(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) untuk duduk satu meja
merumuskan dan menentukan besaran rencana kebutuhan barang
milik negara secara nasional dalam tahun anggaran, sehingga
anggaran belanja modal fisik tersebut dapat lebih
dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan
barang /aset yang nyata sesuai kondisi di lapangan dan mampu
menciptakan anggaran belanja modal yang efektif, efisien, dan tepat
sasaran.

C. Pejabat Pengelola, Pengguna Barang Milik Negara/Daerah

Pengelola barang milik negara dapat mendelegasikan
kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada pengguna
barang/kuasa pengguna barang. Pengguna barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

Sedangkan kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja
atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan
dan tata cara pendelegasiannya diatur dengan peraturan menteri
keuangan.



Dalam ruang lingkup barang milik daerah pemegang kekuasaan

pengelolaan barang milik daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota dimana pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk:

Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang
milik daerah;

Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
daerah;

Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah;
Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
dan

Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pengelola barang milik daerah dilaksanakan oleh sekretaris

daerah.

Sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah

berwenang dan bertanggung jawab untuk:

e Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

e Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

e Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang

milik daerah yang memerlukan persetujuan
gubernur/bupati/walikota;
e Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah
yang telah disetujui oleh gubernur/ bupati/walikota atau dewan
perwakilan rakyat daerah;

e Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang
milik daerah, dan

e Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
barang milik daerah.



Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan barang milik negara/daerah. Menteri atau pimpinan
lembaga selaku pimpinan kementerian/lembaga adalah pengguna
barang milik negara. Pengguna barang milik negara berwenang dan
bertanggung jawab untuk:

Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat
yang mengurus dan menyimpan barang milik negara;
Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
negara untuk kementerian/lembaga yang dipimpinnya;
Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada
pengelola barang;

Menggunakan barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi kementerian/lembaga;

Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada
dalam penguasaannya;

Mengajukan usul pemanfaatan barang milik negara yang berada
dalam penguasaannya kepada pengelola barang;

Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara yang
berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;
Menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian /
lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak
lain kepada pengelola barang;

Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik
negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola
barang;

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya;

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara
yang berada dalam penguasaannya; dan

Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada
dalam penguasaannya kepada pengelola barang.



Pengguna barang milik negara dapat mendelegasikan
kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada kuasa pengguna
barang. Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat
didelegasikan dan tata cara pendelegasiannya diatur oleh pengguna
barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan barang milik negara.

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Kepala kantor
dalam lingkungan kementerian/lembaga adalah kuasa pengguna
barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggung
jawab untuk:

e Mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk
lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang;

e Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang
milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada
pengguna barang;

e Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara
yang berada dalam penguasaannya,;

e Menggunakan barang milik negara yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi kantor yang dipimpinnya;

e Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada
dalam penguasaannya,;

e Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada
pengguna barang;

e Menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada
pengguna barang;

e Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik
negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna
barang;

e Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan

e Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna
semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaannya kepada pengguna barang.



Pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja

perangkat daerah (SKPD), dimana pengguna barang milik daerah
berwenang dan bertanggung jawab untuk:

Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang
milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang
sah;

Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya,;

Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan wuntuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain, kepada gubernur/ bupati/walikota melalui pengelola
barang;

Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya; dan

Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada
dalam penguasaannya kepada pengelola barang.



